LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
Nomor : 13 Tahun 1992 j Serie + B j  Nomor {3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DARRAH TINGKAT IT MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 1992

TENTANG -
RETRIBUSI BONGKAR MUAT BARANG DITEPI SEPANJAKG JALAR
DALAM KOTA DAN TEMPAT UMUM DAIAM WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II mc'r:mn

DENGAN RAHMAT TUHAN YAHG HﬁHA ESA

BUPATI KEPAIA DATRAH TINGKAT II}EM

Menimbang : a. bahwa dengan semakin ramainya arus perda
dangan di Wilayah Kabupaten Daerah Ting
kat II Magelang, maka semakin banysk yang
melakukan bongkar muat barang dagangannya

b. bahwa guna menunjang lajunya pembangunsn
Daerah masih diperlukan dana yang cukup
banyak sebagai modal pembangunan ;

c. bahwa Pendapatan Retribusi Daerah teruta
ma yang bersumber dari bongkar muat ba
rang sampai saat ini belum dapat dipungut
secara intensif, oleh karena itu dipan
dang perlu diatur tatacara pelaksanaan -
dan pungutan retribusinya dengan Peratur
an Daerah .

Mengingat : 1. Undang=-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-~pokok Pemerintahan di Daerah ;
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2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Per
aturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ten
tang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah j

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ten
tang Peraturan Umum Retribusi Daerah j

s Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Magelang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Per .
ubahan yang Pertama kali Peraturan Daerzh

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor
7 Tahun 1980 tentang Retribusi Parkir dite

pi sepanjang jalan dalam Kota dan Tempat
Umum dalam Wilayah/Daerah yang menjadi we
wenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Magelang ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pe
nyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ma
gelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Magelang. .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TENTANG RETRIBUSI BONGKAR MUAT BA
RANG DI TEPI SEPANJANG JALAN DALAM KOTA DAN
TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH/DAURAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

. Pasal ‘1

palam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

s

b

Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang .

Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Ting

.kat II Magelang ;

Ce

e

f.

.-

h.

i.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang j

Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

Petugas Pemungut ialah Petugas Pemungut Dinas Penda
patan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

Kendaraan ialah Kendaraan yang melakukan bongkar muat
barang ditepi sepanjang jalan dalam kota dan tempat
umum dalam Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang j .

Kupon Retribusi ialah Tanda Pembayaran Retrubusi bong
kar muat barang ;

Penyidik Umum ialah Pejabat Polisi tertentu dalam Ja
jaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diber
ri wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana ;

Penyidik ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dalan lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
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undang=untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar
ar~-pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan
pidana ;

j. Penyidikan ialah serangkecian tindokan penyidik dalam

" hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tentang tindek pidana yarg
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

. . BAB II
OBYEK PEMUNGUTAN

Pasal 2

Yang menjadi obyek pemungutan retribusi bongkar mu
at barang ialah setiap kendaraan yang melakukan bongkar
muant barang di tepi sepanjang jalan dalam Kota dan ditep

~pat Umum di Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang.

o

BAB 1III
TATACARA FEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3

Setiap kendaraan yang melakukan bongkar muat barang
di t:’-*Pi'_;ﬂﬁné;;,jang jelan, ;dalam Kota dan Tempat Umum sela

" 4n dikengken biaya pafkir’ dikenakan pula Retribusi bong

¥ ¢ Ji
kar muat. y
O Ay hi

.50 A
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, Pasal 4

Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Per
aturan Daerah ini dilakukan'dengan penyerahan kupon re
tribusi _o]_.eh petugas pemungut.

I -

Q TELINRG S BESARNYA RETRIBUSI
ke Pasal 5 '

Besarnya Retribusi untuk sekali bongkar muat barang
ditetapkan sebagai berikut :

Cyani o4 L

0. | GOLONGAN | JENIS KENDARAAN ! T AR IP :

1= _:"';‘.ﬁi;_:_"i‘;_.""
I 3. 1 I | Colt sejenis ! Rp. 300,- '
! 2,: 1 IT ! Truk Engkel ! Rp. 500, !
1 3.1 IIE 3 Truk !  Ep. 1.000,- !
! 1.].. ! Iv ! Truk gandeng ! Rp- 2-@,‘ !
! 9 ! ! ey

Pasal 6

Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentu
an-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, di
ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bu
lan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,~ (lima
puluh ribu rupiah).
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BAB VI
KETENTUAN PENY IDIKAN

Pasal 7

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas
tindakan pidana sebagaimsna dimaksud Pasal 8 Peraturan
Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawai Ne
geri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengang ’
katannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat
sebageimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini berwe

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseofang ten

tang adanya tindak pidana ;.

b. Melakukan tindakan pertama’' pada saat itu ditempat ke
jadian dan melakukan pemeriksaan ; ° o

¢. Menyuruh berhenti sesecrang tersangka dan memeriksz.
tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat ;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; .

f, Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

g. Mendatangken orang ahli yang diperlukan dalam huburg
annya dengan pemeriksaan perkara ;

h., Mengadekan tindakan lain menurut hukum i'ﬂna dapat di

pertanggung jawabkan ;
i. Menghentikan, ..ecc
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i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau pe

ristiwa tersebut bukan merupakan tindek pidana atau pe
nyidikan dihentikan daT11hukum }

jo Membuat berita acara atas pelaksanasn dan hasil penyi
dikan yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik umum

 BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di
mﬂargkan-

Agar setiap uraﬁg_gapgt;mcngetahuinfaumEmerintahakn peng
undangan Peraturan Daerah ini .dengan menempatkan dalam
lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 6 Juli 19%2
D.P.R.D., - .  BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG
KETUA e
btd ttd
H. RAMELAN MOHAMAD SOLTHIN
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 "DISAHKAN
.béﬁgan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jaﬁsf,'i'angah
Tanggal 5 Oktober 1992, Nomor 188.3/435/1992
An, SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I ¢
SO0 SAWA PENGAN

Kepala Biro Hukum

Tttt d

SARDJIT.O, SHi
NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah ' Tingkat II Magelang
Nomor 13 Tahun 1992, Tanggdl-2 Desember 1992

Serie B 3 Nomor 3 &
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs, T O EH AD I.
NIP, 500 031 722.
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PENJELASAN
| e Y ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 1992
 TENTAMNG

RETRIBUSI BONGKAR MUAT BARANG DITEPI SEPANJANG JALAN

. DALAM KOTA DAN TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MACELANG

I. PENJELASAN WMUM.

Sejalan dengan keberhasilan Pembangunan menjadi
PR kan semckin ramainya arus perdagangan dimane zkan -
diikuti pula adanya bongkar muat barang baik disepan
= jang jalan protokol maupun tempat-tempat umum, hal -
ini merupakan potensi daerah yang belum tergali secz

ra meksimal,

Guna mengimbahgi laju pembangunan dan memunjang
peningkatan pelayanan kcpada masyarakat maka diper-
lukan dana yang cukup banyak, untuk itu perlu mengga

. 1i sumber pandapatan yang ada.

Dengan pertimbangan tersebut maka dipandang per
1u menerbitkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum

pemungutan,

mmmmi AaREABRERRAAREN

Dipindai dengan CamScanner



s

PENJELASAN
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

2

3
L

Cuku Jjelas.

Cukup Jjelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup Jjelas.
Cukup Jjelas.
Cukup Jjelas.
Cukup Jjelas.

Cukup Jjelas.

A

e —
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